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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan
pengelolaan program MBKM Jurusan llmu Administrasi Publik Fakultas llmu
Sosial dan IImu Politik Universita Sriwijaya. Latar belakang penelitian ini adalah
karena kebijakan program MBKM adalah kebijakan yang baru dan masih banyak
menimbulkan permasalahan salah satunya dalam proses pendataan mahasiswa
yang mengikuti program MBKM masih ada mahasiswa yang belum terdata oleh
jurusan yang diikuti oleh karena itu perlu diteliti bagaimana pengelolaan
program MBKM Jurusan llmu Administrasi Publik Fakultas IImu Sosial dan
IlImu Politik Universitas Sriwijaya dengan menggunakan teori fungsi-fungsi
manajemen oleh Goerge R Terry yang terdiri dari empat dimensi antara
Perencanaan. Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Pengawasan. Metode
penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif. Mengingat hasil
analisis dari setiap data pada program MBKM Jurusan limu Administrasi Publik
Fakultas IImu Sosial dan Illmu Politik Universita Sriwijaya sudah berjalan
dengan baik berdasarkan empat dimensi yang dikemukakan oleh George R
Terry, walaupun dalam pelaksanaanya masih belum adanya penugasan khusus
yang dibuat untuk tim pengelola dan masih terdapat permasalahan pada proses
pengonversian nilai serta terkadang mahasiswa tidak mengkonfimasi kepada
jurusan maupun pembimbing akademik. Saran yang dapat penulis berikan yakni
dalam fungsi pelaksanaan program MBKM peneliti menyarankan kepada
Jurusan llmu Administrasi Publik untuk lebih menekankan kepada mahasiswa
untuk mengikuti SOP pada saat ingin mengikuti program MBKM agar
meminimalisir adanya kendala seperti pengkonversian nilai serta data yang tidak
tercatat oleh jurusan.
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PENDAHULUAN

Sumber daya manusia di Indonesia saat ini masih sangat rendah kualitasnya
dibandingkan dengan negara lain. Dilihat dari angka pengangguran muda di
Indonesia sendiri masih menjadi masalah serius. Menurut data BPS pada Februari
2021 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,26 persen, turun 0,81
persen dibandingkan dengan Agustus 2020 sehingga dapat kita ketahui bahwa
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angka pengangguran di Indonesia sudah membaik dibandingkan dengan tahun lalu
(Badan Pusat Statististik, 2021). Namun, pada awal tahun 2020 sendiri Indonesia
dan seluruh dunia menghadapi pandemi Covid-19. Seluruh masyarakat banyak
terkena imbas akan virus Covid-19, mulai dari berbagai sektor termasuk sektor
perekonomian. Banyak perusahaan yang mengalami terkena dampak virus Covid-
19 harus terpaksa untuk mengurangi pekerja atau mengurangi jumlah jam kerja
agar meminimalisir adanya interaksi antar manusia yang dapat menyebabkan
penyebaran virus Covid-19 semakin cepat. Salah satu alasan tingginya angka
pengangguran muda, menurut penasihat akademik dan salah satu pendiri Prestasi
Junior Indonesia, Robert Gardiner, adalah bahwa keahlian pencari kerja tidak
sesuai dengan apa Yyang dicari oleh pemberi kerja pada karyawan baru.
(Puspitasari, Ratna, 2021).

Dalam proses mengurangi angka pengangguran pemerintah terus
mengupayakan untuk mengatasi pengangguran dengan menggunakan pendidikan
pemerintah berwenang untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan
peningkatan mutu agar sumber daya manusia dapat bersaing untuk mendapatkan
lapangan pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan skill yang mereka punya.
Pemerintah memberikan gebrakan dalam dunia pendidikan salah satunya pada
program di perguruan tinggi negeri yakni Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan kebijakan baru dalam
dunia pendidikan termasuk pada perguruan tinggi dan memunculkan paradigma
baru. Melalui Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3
Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, program MBKM
bertujuan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian dan kebutusan
mahasiswa diperguruan tinggi serta mengembangkan kemandirian dalam mencari
dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti
persyaratan kemampuan, permasalahan rill, interaksi sosial, kolaborasi
manajemen diri, tuntutan Kinerja target dan pencapaiannya serta kemerdekaan
bagi lembaga pendidikan baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi
swasta. (Baro’ah, 2020) (Nizam, 2020)

Kesengsaraan pendidikan dan ketenagakerjaan Indonesia diharapkan dapat
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diatasi dengan strategi MBKM ini. Tujuan utama dari program MBKM adalah
untuk memastikan bahwa sumber daya manusia lebih siap untuk menghadapi
tantangan masa depan dengan mendorong hubungan yang erat antara institusi
akademik baik di sektor publik dan swasta, serta dengan memberikan kesempatan
kepada siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler di luar sekolah
(Puspitasari, Ratna, 2021).

Setiap universitas yang akan bekerja sama untuk menjalankan program
pertukaran pelajar dalam merdeka belajar harus melakukan kerjasama sebagai
bentuk komitmen dan dasar pijakan dalam menjalankan program tersebut. Dalam
program merdeka belajar sendiri memiliki beberapa program selain pertukaran
pelajar yakni magang/praktik Kerja, asistensi mengajar di satuan pedidikan,
penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek
independen dan membangun desa/kuliah kerja nyata tematik.

Universitas Sriwijaya menjadi salah satu universitas negeri yang memiliki
sepuluh fakultas yakni Fakultas Ekonomi, Fakultas Kedokteran, Fakultas Teknik,
Fakultas Matematika dan llmu Pengetahuan Alam, Fakultas Pertanian, Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Hukum, Fakultas IImu Komputer,
Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Ilmu Sosial dan IImu Politik. Dalam
Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0011/UN9/SK.LP3MP.BD/2021
Tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester dan Penyetaraan Penilaian
Pembelajaran yang diselenggarakan di Luar Program Studi di Universitas
Sriwijaya sendiri sudah melaksanakan program merdeka belajar-kampus merdeka
dibeberapa program studi pada fakultas masing-masing. Dari Keputusan Rektor
Unsri yang menjadi landasan dari persiapan melaksanakan MBKM menyiapkan
kurikulum setiap jurusan, 3 fakultas si Universitas lain yang sudah diajukan
perjanjian kerjsama (penyusunan kurikulum) selain itu juga mengaktualisasikan
melalui pertukaran mahasiswa, dosen dan tenaga pengajar, kegiatan penelitian,
pengabdian masyarakat, kegiatan laboratoriun, dan magang bersama.

Fakultas Ilmu Sosial dan IImu Politik memiliki empat jurusan atau program
studi yaitu IlImu Administrasi Publik, Sosiologi, Ilmu Komunikasi dan Hubungan

Internasional. Keempat program studi di FISIP Unsri sudah menjalankan program
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MBKM salah satunya seperti FISIP Unsri sudah menjalin dan membuat perjanjian
kerja sama dengan FISIP Universitas Lampung dan Universitas Jember. Dalam
perjanjian kerjasama tersebut meliputi pendidikan, pengajaran, penelitian, seminar
dan pengabdian masyarakat..

Dalam melaksanakan kebijakan dan program MBKM di FISIP Unsri,
dibutuhkan persiapan dalam proses pelaksanaan program tersebut. Dimulai dari
persiapan perencanaan dari program MBKM yakni penyusunan kurikulum dengan
menyesuaikan bagaimana dengan perjanjian kerjasama antar universitas, kesiapan
dari fakultas masing-masing, kesiapan dosen dan tenaga pendukung, sarana dan
prasarana, mahasiswa, dan sistem yang digunakan dalam pembelajaran yang
masih daring dikarenakan masih adanya pandemi Covid-19. Kemudian,
bagaimana pelaksanaan program MBKM yang telah berjalan selama kurang lebih
dari tahun 2020 sampai saat ini. Selanjutnya, pada saat pelaksanaan program
tersebut diiringi dengan adanya pengawasan agar dapat dinilai pada bagian mana
program tersebut masih ada yang kurang. Setelah pelaksanaan dan pengawasan
program tersebut akan ditinjau kembali atau dievaluasi untuk melihat bagaimana
dan dampak dari program MBKM ini.

Jurusan llmu Administrasi Publik mempunyai skema mengenai MBKM
mengadopsi beberapa skema dari sejumlah skema yang ditawarkan melalui
pannduan yang disosialisasikan oleh Kementerian dan Kebudayaan Republik
Indonesia. Dalam skema ini dapat diuraikan mengenai penyesuaian kurikulum
sesuai dengan ketentuan 60 sks program MBKM akan dikonversikan dengan
matakuliah-matakuliah yang sesuai atau memiliki capaian kegiatan yang setara
dengan capaian pembelajaran matakuliah-matakuliah yang ada didalam
kurikulum. Merincikan program MBKM vyang bisa disetarakan dengan
matakuliah-matakuliah pada semester 5,6,7. Bentuk kegiatan yang pada awal ini
yang terindikasi sejalan dengan target capaian kurikulum yakni program
pembelajaran/kuliah diluar program studi, program membangun desa, dan
program magang.

Program MBKM vyang telah dijalankan di FISIP Universitas Sriwijaya masih

butuh penyesuaian untuk melaksanakan program tersebut. Terdapat fenomena
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yang terjadi karena kebijakan program MBKM adalah kebijakan yang baru dan
masih banyak menimbulkan permasalahan salah satunya dalam proses pendataan
mahasiswa yang mengikuti program MBKM masih ada mahasiswa yang belum
terdata oleh jurusan yang diikuti. Kemudian, dalam pemasukan data dan nilai ke
dalam sistem masih belum terintegrasi dengan baik sehingga mahasiswa harus
membuat laporan tersendiri untuk meng-input data dan nilai ke pihak jurusan.
Pada kerja sama dengan FISIP Universitas Lampung antara Sistem Informasi
Akademik FISIP  Universitas Lampung dan Universitas Sriwijaya belom
terkoneksi dengan baik dan standar nilai yang berbeda sehingga menimbulkan
permasalahan.

Hal ini disampaikan juga dalam wawancara bersama Wakil Dekan 1, pada
wawancara tersebut disebutkan bahwa terkadang mahasiswa tidak melaporkan
sehingga tidak terdata dari jurusan. Sebenarnya mahasiswa harus mendiskusikan
terkait program yang akan diambil bersama dengan Pembimbing Akademik
dikarenakan sekarang lagi proses pembelajaran daring sehingga agak susah untuk
menemui Pembimbing Akademik secara langsung. Kendalanya terjadi disana
karena online dan susah untuk berkomunikasi. Solusi yang diberikan dari
permasalah tersebut ditekankan untuk mahasiswa diwajibkan untuk melapor
kepada jurusan maupun fakultas. Kemudian juga disampaikan oleh Dosen limu
Administrasi Publik bahwa pada pelaksanaanya sebenarnya sudah sesuai dan
berjalan dengan tapi masih terdapat beberapa kendala mengenai konversi nilai dan
penjadwalan program MBKM terkadang tidak sesuai dengan semester yang
berjalan di Unsri. Dari fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian mengenai Pengelolaan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka
dalam Pembelajaran Daring Jurusan llmu Administrasi Publik Fakultas Iimu
Sosial dan lImu Politik Universitas Sriwijaya.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Pengelolaan (Manajemen)

Pengelolaan cagar budaya inimembutuhkan suatu rangkaian kegiatan manajemen
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yang dapat mengkoordinasi seluruh sistem untuk mendapatkan tujuan yang di
harapkan. Pengelolaan cagar budaya dapat menggunakan teori dari fungsi-fungsi
manajemen yang dikemukan oleh George Terry ( George R. Terry dalam Terry.
& Rue, 2020) untuk mencapai terlaksananya pengelolaan cagar budaya di Kota
Palembang. Fungsi-fungsi manajemen tersebut meliputi  perencanaan,
pengorganisasian,pelaksanaan, dan pengawasan.

a) Perencanaan (Planning)

Menurut Terry (2012:163) perencanaan meliputi tindakan memilih dan
menghubungkan fakta-fakta dan menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa
yang akan datang dalam hal menggambarkan serta merumuskan kegiatan yang
dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Suatu rencana
haruslah ditetapkan terlebih dahulu dan dikerjakan dalam batas waktu tertentu
dengan penggunaansumber daya tertentu untuk mendapatkan hasil tertentu. Hasil
perencanaan akan diketahui pada masa depan agar resiko yang ditanggung relatif
kecil, maka semua kegiatan tindakan dan kebijakan telah direncanakan terlebih
dahulu.

b) Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian diperuntukan untukmempersatukan sumber-sumber dayapokok
dengan cara yang teratur dan mengatur orang-orang didalamnya dalam pola
yang sedemikian rupa,hingga mereka dapat melaksanakan kegiatan guna
mencapai tujuan yang ditetapkan. Pengorganisasian menurut Terry (2012:233)
adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif
antara orang- orang, hingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan
demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas
tertentu dalam kondisi dan lingkungan tertentu guna mencapai tujuan dan
sasaran.

c) Pelaksanaan (Actuating)

Menurut Terry (2012:311) pelaksanaan merupakan usaha untuk
menggerakan anggota-anggota kelompok melaksanakan tugas-tugas dengan

antusias dan kemauan yang baik. Pelaksanaan juga diartikan sebagai suatu

70



JISPAR, Jurnal llmu Sosial, Politik dan Pemerintahan. Volume 11 Issue 2 (2022)
ISSN 2089-6123; e-ISSN 2684-9119

tindakan atau kegiatan untuk menyelenggarakan suatu program yang telah
diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan dengan
memanfaatkan sumber daya yang ada.

d) Pengawasan (Controlling)

Menurut Terry(2012:395) pengawasan berarti mendetermininasi apa yang
telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi hasil kerja dan apabila perlu
menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan
rencana- rencana. Pengawasan juga diartikan sebagai suatu proses pengamatan

dari kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalahmetode kualitatif,
adapun prosedur penelitian ini akan menghasilkan deskripsi berupa kata-kata
tertulis ataulisan dari orang-orang dan perilaku yangdiamati.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan tiga cara yaitu:
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalampenelitian ini
menggunakan model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman
(Miles et al., 2014) terdiri dari tiga tahap yaitu: data kondensasi, penyajian data
(data display), dan penarikan kesimpulan (conclusions drawing).

Informan penelitian dibutuhkan untuk wawancara agar memberikan informasi
terkait pengelolaan program MBKM Jurusan llmu Administrasi Publik FISIP
Unsri. Informan penelitian dalam penelitian harus memiliki kriteria yang telah

ditentukan, informan dalam penelitian ini yaitu:

. Wakil Dekan 1 Fakultas llmu Sosial dan IImu Politik

Ketua Jurusan llmu Administrasi Publik

1

2

3. Dosen Jurusan llImu Administrasi Publik

4. Tim Pengelola program MBKM Jurusan lImu Aministrasi Publik
5

Mahasiswa yang mengikuti program MBKM

Penelitian kualitatif akan membuat kebutuhan akan informan bertambah, maka

dari itu pengambilan informasi dipenelitian ini akan dilakukan dengan teknik
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snowball, yaitu penentuan informan berdasarkan kebutuhan penelitian, jika
informasi yang didapat masih belum lengkap maka peneliti akan mencari orang
lain yang dilihat lebih mengetahui atau mengerti dan dapat melengkapi data yang

kurang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menganalisis hal yang berhubungan dengan pengelolaan
Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Data yang
digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder dan primer yang
telah dikumpulkan berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisis data. Data
sekunder adalah data pendukung yang telah digunakan dalam penelitian ini
seperti jurnal, undang-undang dan catatan lainnya. Data primer diperoleh secara
langsung dari sumber data berupa observasi, dokumentasi dan wawancara.

Pengelolaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Jurusan
Administrasi Publik Fakultas IImu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
diukur berdasarkan teori pengelolaan oleh George R. Terry dalam bukunya
“Dasar-dasar Manajemen” (Sukarna, 2011). George R. Terry menggunakan
empat parameter atau dimensi dalam menentukan pengelolaan dalam suatu
organisasi yang telah dilaksanakan dengan baik. Empat dimensi yang dimaksud
yaitu Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Pengawasan sebagai
berikut :

1. PERENCANAAN

Perencanaan atau planning merupakan proses keseluruhan pemikiran dan
penentuan secara matang tentang segala hal yang akan dilakukan kedepannya
untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Penulis akan membahas perencanaan Pengelolaan Program Merdeka Belajar
Kampus Merdeka Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan limu

Politik Universitas Sriwijaya dengan dua unsur dalam perencanaan yaitu pedoman
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Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka serta maksud dan tujuan dalam
kegiatan program Pengelolaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
a) Pedoman Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Pedoman dari program merdeka belajar kampus merdeka tercantum dalam
buku panduan program MBKM vyang berisikan mengenai landasan hukum,
pelaksanaan dari program MBKM sampai monitoring dan evaluasi program
tersebut. Pedoman pelaksanaan program MBKM di Jurusan Illmu Administrasi
Publik FISIP Unsri mengikuti arahan mulai dari Peraturan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi kemudian Universitas memberikan arahan kepada Fakultas dan
Jurusan dalam melaksanakan program MBKM tersebut.

Jurusan llmu Administrasi Publik telah melaksanakan program MBKM sesuai
dengan pedoman yang telah ditetapkan. Pedoman yang telah dibuat dari
Universitas sendiri digunakan menjadi acuan bagi setiap fakultas dan jurusan
khususnya Ilmu Administrasi Publik dalam menjalankam program MBKM
dengan baik sesuai dengan tujuan dari program MBKM sendiri.

b) Tujuan dalam Program MBKM

Tujuan dalam program MBKM, program “hak belajar tiga semester di luar
program studi adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skill
maupun hard skill, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman,
menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan
berkepribadian. Program-program experiental learning dengan jalur yang
fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan
potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya.

Mengingat hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan peneliti
terhadap tujuan dalam program MBKM dijurusan llmu Administrasi Publik telah
sesuai dengan tujuan yang tertera dalam buku panduan MBKM serta Tujuan
Keputusan Rektor. Dari tujuan program MBKM sendiri dapat mempersiapkan diri
sesuai dengan kebutuhan zaman serta dapat memfasilitasi mahasiswa
mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya.

2. PENGORGANISASIAN
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Pengorganisasian yang merupakan penentu dari apa yang ingin dikerjakan.
Pengelompokkan serta pembagian tugas masing-masing anggota sesuai dengan
pembagian tugas yang telah ditentukan dengan dapat disesuaikan dengan sumber
daya yang dimiliki agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Dalam fungsi
pengorganisasian terdapat tiga unsur yakni Pelaku Pengelola Program MBKM,
Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pengelolaa dan Komunikasi antar Tim Pengelola.
a) Pelaku Pengelola Program MBKM

Mengingat hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan bahwa belum
adanya penjelasan yang lebih mengenai pelaku pengelola program MBKM di
Jurusan llmu Administrasi Publik. Semua kegiatan masih diambil alih oleh ketua
jurusan.
b) Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pengelola

Dilihat hasil wawancara tersebut bahwa belum adanya tugas dan tanggung
jawab dibawah pimpinan yang terlibat. Penugasan sendiri hanya diberikan melalui
perintah langsung.
¢) Komunikasi antar Tim Penngelola

Dilihat dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan komunikasi antar
tim pengelola sangat penting dilakukan ketika terjadi permasalahan dan akan
langsung mencari solusi untuk penyelesaian permasalahan tersebut. komunikasi
antar tim pengelola program MBKM dijurusan sendiri sudah berjalan dengan baik
maupun komunikasi dengan mahasiswa saat terjadi pelaporan permasalahan
mengenai program MBKM dapat cari penyelesaiannya.
3. PELAKSANAAN
Pelaksanaan atau actuating merupakan cara seseorang melakukan suatu tindakan
dengan mendorong dan memotivasi bawahannya agar melaksanakan tugas
mereka, selain itu meciptakan suasana yang kondusif agar pegawai dapat bekerja
dengan nyaman sehingga pekerjaan yang dilakukan dapat maksimal. Dalam
fungsi pelaksanaan adalah prosedur pelaksanaan program MBKM dijurusan Iimu
Administrasi Publik. Prosedur disini dikaitkan dengan serangkaian kegiatan yang
yang bertujuan agar suatu hal yang dilaksanakan terarah dan terorganisir sehingga

tidak menyimpang dari perencanaan yang telah ditenteukan sebelumnya.
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Prosedur pelaksanaan Program MBKM

Prosedur pelaksanaan program MBKM sendiri sudah berjalan sesuai dengan
pedoman yang diberikan namun masih terdapat kendala mengenai konversi nilai
serta mahasiswa tidak melakukan konfirmasi kepada pihak jurusan maupun
pembimbing akademik.

4. PENGAWASAN

Controlling atau pengawasan merupakan cara melihat sejauh mana tujuan
terlaksana, mengevaluasi penyimpangan yang terjadi, serta mengambil tindakan
sesuai dengan kebutuhan yang ada. Pengawasan dilakukan dalam menentukan
apakah diperlukan sesuatu penyesuaian atau tidak. Dalam fungsi pengawasan ini
peneliti membahas unsur-unsur dalam pengelolaan program MBKM Jurusan limu
Administrasi Publik FISIP Unsri yang terdiri dari metode pengawasan
pelaksanaan program MBKM dan evaluasi program yang dilakukan terhadap
penyimpangan yang ada.

Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Program MBKM evaluasi yang
dilakukan terhadap suatu program sangat penting dilakukan sebagai bentuk
pengawasan dari setiap program yang berjalan. Dengan adanya evaluasi dapat
memberikan gambaran tercapai atau tidaknya suatu tujuan dari program tersebut.
proses evaluasi akan memberikan keadaan yang terjadi dilapangan, sehingga akan
muncul solusi yang dapat diberikan sebagai upaya penyelesaian dari masalah yang
muncul.

Pengawasan dan Evaluasi Program MBKM

Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan sebelumnya bahwa kendala-
kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program MBKM masih terdapat beberapa
kendala mengenai konversi nilai, mahasiswa tidak mengkonfirmasi kepada jurusan
maupun pembimbing akademik. Sejauh ini solusi yang diberikan kepada
mahasiswa yang ingin mengikuti program MBKM diminta untuk menyesuaikan

dengan Kartu Rencana Studi yang akan diambil disemester tersebut.
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KESIMPULAN

Mengingat pada analisis yang telah diuraikan pada pembahasan bab IV,
dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengelolaan Program MBKM di Jurusan Ilimu
Administrasi Publik FISIP Unsri sudah berjalan dengan baik. Dalam hal ini
mengacu pada indikaror-indikator yang dikemukakan oleh George R. Terry. Hasil
analisis dari observasi dan wawancara serta data yang diperoleh dari berbagai
sumber yang menunjukkan bahwa pengelolaan program MBKM dijurusan limu
Administrasi Publik sudah berjalan dengan baik. Dilihat dari berbagai diantaranya
sebagai berikut :

Fungsi perencanaan yang meliputi pedoman program dan tujuan dalam
program MBKM di Jurusan Illmu Administrasi Publik yang telah dilakukan
melalui observasi dan wawancara menunjukkan bahwa penerapan fungsi
perencanaan dalam pengelolaan program MBKM sudah berjalan dengan baik,
berjalan sesuai pedoman dan tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan.
Fungsi pengorganisasian yang meliputi pelaku program MBKM, tugas dan
tanggung jawab tim pengelola, serta komunikasi antar tim pengelola dalam
program MBKM vyang dapat dilihat dari hasil observasi dan wawancara tidak
terdapat tim khusus dalam pengelolaan program MBKM sendiri namun pada
tingkat fakultas baru terbentuk tim untuk pengelolaan kerjasama dengan uiversitas
lain serta dalam komunikasi antar tim pengelola sudah baik walaupun masih
terdapat kendala.

Fungsi pelaksanaan yang meliputi prosedur pelaksanaan program MBKM
serta sarana dan prasarana penunjang pelaksanaann program MBKM yang telah
dilakukajn melalui observasi dan wawanara menunjukkan bahwa pada fungsi
pelaksanaan sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat kendala dalam
pengonversian nilai serta terkadang mahasiswa tidak mengkonfimasi kepada
jurusan maupun pembimbing akademik. Fungsi pengawasan dalam pengelolaan
program MBKM vyaitu pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program MBKM
yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penerapann fungsi pengawasan yang
dilakukan pada pengelolaan program MBKM sudah berjalan baik dengan

memberikan solusi pada kendala yang dihadapi pada proses pelaksanaan.
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